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: a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan
guna meningkatkin derajat kesehatsn masyarkat, di

Kecamatan Moutong dan sekitarnya' perlu mendirilan
Rumah Sakit Umum Daerah Moutong Kabupaten Pangt

Moutong dengan kelas D Pratama;
b. bahwa -dalam rangka pengisian kekosongan ,hukum

(Peraturan Perund*ang-undanganl .terhadap desakan

pembentukan Satuan Kerja Peratrgkat Daerah berupa

Rumah Sakit Umum Daerah Moutong Kabupaten Parigi

Moutong dengan kelas D Pratama' perlu membentuk

Peraturan BuPati;
c. bahwa untuk memberikan ara.l.' landasan dan kepastian

hukum mengenai pembentukan Rumah Sakit Umum

Daerah Pratama Moutong Kabupaten Parigi Moutong'

perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa Ueraasartan pertimbangan sebagaimana dirnaksud

dalam huruf u, ft"'f b, dan huruf c' perlu menetaPtan

Peraturan Bufati tentang Susunan Organisasi ?3n Tata

keria numah- Sakit Umum Daerah Pratama Moutong

KabuPaten Parigi Moutong;

: l. Undang-Undang Nomor l0 Tahrrn 2OO2 tentang

Pembentukan ?abupattn Parigi Moutong Di Provinst

Sulawesi rengah lGmUaran NJgara Republik Indonesia

Tahun 2OO2 Nomor 23' Tambahan kmbaran Negara

RePubtk lndonesia Nomor 4185);

Z. Uniang-Und-g t'lotot 36 T9hr1n 2OO9 tentang Kesglratan
-' 

G;a;." Negira Repuulik Indonesia-Tahun 2oo9 Nomor

laa.TambahLlembaranNegaraRepubliklndonesra
Nomor 5O63)'

3. Undang-UnaLg Nomor 44 Tahun.2oog tentang Rumah

Sakit t'emtar'an Negara ngnul[k Indonesia Tahun

2oo9NomorGq.r..B"h".'lrmbaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 5072);

+. Undang-Undtg Nomor -23. Tahun 2014 tentang

Pemerintahan 
-- 

Daetah (lembaran- Negara Republik

Indonesia fJ"" ZOf+ Nomor 244' Tambahan L€mbaran

N"gd" nep"Ltk lndonesia Nomor 5587) sebagaimana

t"faf, ai,,Ui-t"itiftit dengan Undang-Undang Nomor 9

rarrun zors (#m-JaLn-N;;;t Republik Indonesia Tahun

2ot5ttomor'3slr"tu"rti'kmLaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 5679);



Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan I-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2OlO;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34OIMENKES/PER/
llll20l0 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

l'El.ltrugl( rJ:

: PERATORAI| BUPATI |EI[TAX(} SUBUXAX ORCA!|IaAAI DAx
TATA TR,JA RI'IAE AAKT T'UUU DAERAE PRATATA
IoulOfG TABIIPAIET PARIGI Uour'olrc.
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P..d 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3, Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong'
5. Rumah sakit Umum Daerah Pratama Moutong, yang selanjutnya disingkat RSUD

Pratama Moutong adalah suatu fasilitas P€layanan kesehatan peror€rng.rn yzrng

menyediakan ra*at inap, dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan
jangi<a pendek dan jangka panjang yang terdiri dari obsewasi, diagnostik,
iera'peutit, dan rehabiliGtif untuk orang yang menderita sakit, cidera dan

melahirkan.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Pratama Moutong Kabupaten Parigi Moutong.
7. Pelayanan medik adalah upaya kesehatan Perorangan meliputi P€layanan promotif,

preventif, kuratif dan rehaLilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis

isuai dengan Standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan

fasilitas RSUD secara oPtirnsl.
g. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu

dan 
-kiat 

kepeiawatan, yang mencakup biopsikososiospritual yang komprehensip'
9. Jabatan strulichrral adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalnrn rangka memimpin suatu satuan

organisasi Negara.
I O.Jaiatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas'

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu, satuan
o.gii*ii yang dalam pelaksanaan tugasnya. Didasarkan pada keahlian dan/atau
keierampilan iertentu s€rta bersifat manditi dan untuk kenaikan jabatan dan

pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
t t.iabatan fungsional umum addah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satu:rn
o.gii""ti yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keteramPilan
teientu dan untuk kenaikan psngkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

BAB U
PEUEENTTT'TfiI

Prtd 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD

Pratama Moutong.



BAA III
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Br8letr Ecntu
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Prr.t 3
( f ) RSIID Pratama Moutong merupakan unsur pendukung tugas

berkedudukan di Desa Salumpengut Kecamatan Moutong.
(2) RSUD Pratama Moutong scbagaimana rlirnaksud pada ayat (1)

Bupati yang

merupakan
Lcmbaga Teknis Daerah.

(3) RSUD Prata.ma Moutong scbagaimana rlimaksud pada ayat (1) dipimlin oleh
Ecorang Direktur yang bcrada di bawah dan bcrtanggungiawab kepada Bupati
melalui Sclaetaris Dacrah.

B.8b! f.dua
Tn3pr del ftlgtr

Prxl 4
(l) RSUD Pratama Moutong mempunyai tugas Eemberikan pelayanan kesehatan

paripurna, pcndidikan dan pelatjhan termasuk melakukan penelitian'
pcniembangan scrta pcnapisan teknologi bidang kcschatan'

(2) bal; -"ttl"l"ttggttik"t- tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)' RSLJD

Pratame Moutong oemPunYai fungei :

".p"."ur'"'""o-aan.pcningratankes€hatanperoranganmelaluipelayanankeschatan paripurna tingkat ackunder dan tersier;
b. pelaksanaan pcndidikan dan pelatihan tcnaga keschatan;
;: ;iJ;; 

-pcncutian 
dan iengembangian Ecrta Pcnapisan telcrologi bidang

keschatan; dan
d. pelaksanaan adrninistrasi.

Brgbr f.t|gg
Bowcaragll

Prtd 5
Untuk melaksanakan fungsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)' RSUD

Pratama Moutong mempunyai kewenangan mene-tapkan leUlj-a*an dglam rangka

p""-gl"t"" aera]at te".frai"n dan pcm-berian pclayanan keschatan prima kepada

Easyarakat.

BAE IV
ORGAIIAAAI

Prrd6
(l) RSUD Pratama Moutong merupakanl(elas D Pratama'

iii S.."""u" Organisasi RsUo Pratama Moutong terdiri atas :

a. Dirclchrr;
b. Sub Bagian Tata Us$a;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi KeP€rawatan; dan
e. Seksi Penunjang.

(3)BaganstrukturRSUDPrataDaMoutonggcleEaimanadirnaksudpadaayat(2)
tercantum dd"- ;il;y*tg merripakan- bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.

BADV
ESELOIIISAEI

Pr.af 7
(U Direlctur merupakan jabatan struktural eselon III/b'
iii i""J" s"u e"8i"" rit" u".ha merupakan jabatan stfulfirral eselon IV/a.

i;i i!.p;; s.t"i -""-p"t rtt jabatan struktural eselon IV/a'



BAB VI
I'RAIAIT TUGAS DATT I.OITGSI

Bsgtrn Kcretu
IXlcLtur

Pard E
(l) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan tekrris, mengoordinasikan dan

mengendalikan pclaksanaan penyelenggaraan pengelolaan RSUD Pratama Moutong
yang meliputi ketatausahaan, kepcgawaian, pelayanan' keperawatan dan
penunjang medik maupun non medik acrta pcrumusan kebijakan manaj-emen'

(2) batan mlnyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud Pada ayat (l) Direktur
mempunyai fungsi:
a. penyusunan ProgrFrn ke{a dan penanggungiawab pelaksanaan tugas di bidang

pengelolaan RSUD Pratama Moutong;
U. p"r,imusan kebijakan dan pctunjuk tekrris bidang pelayanan kesehatan RSUD

Pratama Moutong;
c. penyusunan rencane strategis, renoana kerja tahunan dan laporan

pelaksanaan tugas RSUD Pratama Moutong;
d. ielaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan keeehatan yang

meliputi pcngelolaan manajemen Rumah Sakit, pclayanan' logistik dan
penunjang kePcrawatan ;

e. pengelolaan P€rencana:rn, keuangan,
intemal RSUD Prarqrna Moutong; dan

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati
nlgasnya.

artrninistrasi umum dan kepegawaian

sesuai dengan bidang

Beglrn l(cdue
fcFb SEb B.8t ! Trta U.rh.

Petll 9
(l) Kepala Sub Bagian Tata Us$a mempunyai tugas men)rusun dan melaksanakan

pengelolaan urusan perencanaan dan pClaporan, keuangan' ketatausahaan dan

i.t t tut ".rl..tr, 
administrasi umum, kearsipan dan Perlengkapan, adrninistrasi

kepegar raian intemal, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan' serta

membantu Direlchrr dalarn mengoordinas-ikan, mengendalikan dan mengwaluasi
pelaksanaan tugas RSUD Pratama Moutong'

(2) b;; mehlcsairakan tugas scbagaimant dinaksud Pada ayat (1)' Sub Bagian

Tata Usaha mempunyai uraian tugas seb'gai berikut :

a. menJrusun perenoanaatr Program kerja RsuD Pratama Moutong;

b. mengumpuikan bahan d-an data usulan rencana program' keuangan dan aset

serta bahan/data Penyusunan laporan;
c. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis Penyusunan rencana

p.ogtu-, keuangan dan asct dalam penyusunan laporan;

d. meigeloia urusan p€rencanaan program'. evaluasi dan pelaporan serta

penfelolaan urulran ketatausahaan dan ketatalakaanaan RSUD Pratama

Moutong;
e. mengelola uruaan administrasi umum' kearsipan' perlengkapan dan aset RSUD

Pratama Moutong;
f. mengelola arltniiistlasi kepegawaian dan pelaksanaan pengelolaan urusan

keuangan RSUD Pratama Moutong;
g. ;;;yfiPk"" bahan dan data s€rta men)rusun laporan pelaksanaan tugas

perencanaan Program keuangan dan aset;
h. Lengumpulkan bahatt dan Jata usulan rencana program' keuangan dan aset

serta bahan/data p€nyusunan laporan;
i. melakukan' pembinaan dan membrikan petunjuk tekrris . mengenar

pen1ausunan rencana program, keuangan dan aset dalam menyusun laporan;

j. indgoordinasikan, p.mUi"aatt dan pengendalian tugas seksi; dan-

k. pelaksanaan tugas iainnya yang diberikan oleh Direlrrhrr sesuai dengan bidang

tugasnya.



(l)
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Prrd 10
Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok merencanakan,
mcngoordinaailcan, melakganakan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan
pelayanan medik.
Dalon melaksanakan tugas sebagaimgns rtirnsksud pada ayat ( I ), Seksi
Pelayanan mempunyai uraian tugas
a. men)ruaun standar pel,ayan mcdik;
b. membuat lrrencanaan dan mengusulken kebutuhan dan pengembangan

fasilitas pclayanan medik;
c. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan biaya pelayanan medik;
d. melakukan koordinasi rencana kebutuhan dan pencmpatan tenaga pelayanan

medik;
e. melakukan koordinasi rencana kebutuhan dan penempatan tenaga pelayanan

medik;
f. melakukan pembinaan dale- rangka pengembangan ketenagaan dan

pengendalian Eutu pelayenan Eedik;
g. pelaksanaan dan mengoordinir kegiatan pelayanan medik dan pelayanan

rujukan;
h. menyiapkan dan menyajikan informasi kegiatan pelayanan medik dan rujukan;
i. melakukan evaluasi proscs kegiatan pclayanan mcdik;
j. melakukan evaluasi pclaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
k. membuat analisis penilaian kinerja pclayanan medik;
l. melaksanakan dan mengwaluasi sistem remunerasi jasa pelayanan; dan

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Beglel f,ocaprt
8.L.1 B.pcrrrrtr!

Purl 11
Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas pokok merencanakan,
mengoordinasikan, mclaksanakan, melaporkan dan mengwaluasi kegiatan
pelayanan medik.
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dirnaksud pada ayat (l), Seksi
Keperawatan mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rumusan kebijakan kebutuhan dala"' pcngendalian mutu
penunjang medik, serta p€ngembangan dan pemeliharaan fasilitasi penunjang
medik;

b. melakukan koordinasi rencana kebutuhan dan pengembangan dan
pemeliharaan fasilitasi penunjang medik;

c. memantau dan mengawasi pcnggunaan fasilitas penunjang medik dan kegiatan
pengendalian mutu penunjang mdik;

d. melaksanakan koordinasi rencana kebutuhan tenaga p€ngendalian mutu
penunjang medik serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitasi pcnunjang
medik:

e. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan fasilitasi penunjang medik;
f. melakukan pembinaan dalem rangka pengembangan ketenagaan dan

pengendalian mutu penunjang medik; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Bgha fcUnr
a"1.1 p3an{en3

Parrl 12
Kepala Seksi Penunjang mempunyai tugas 6smimpin, merencanakan,
mengoordinasikan, melaksanakan, melaporkan dan mengwaluasi kegiatan
pengendalian mutu penunjang medik s€rta pengembangan dan pemeliharaan
fasilitasi penunjang.

(l)

(21

(u



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagai'nana dimaksud pada ayat (l), Seksi
Penunjang mempunyai uraian tugas :

a. men)rusun rumusan kebijakan kebutuhan da.larn pengendalian mutu
penunjang medik, serta pengembangan dan pemeliharaal fasilitasi penunjang
medik;

b. melakukan koordinasi rencana kebutuhan dan pengembangan dan
pemeliharaan fasilitasi pcnunjang medik;

c. memantau dan mengawasi trrnggunaan fasilitas penunjang medik dan kegiatan
pengendalian mutu penunjang medik;

d. melalsanakan koordinasi rencana kebutuhan tenaga p€ngendalian mutu
penuqlang medik serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitasi pcnunjang
medik;

e. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan fasilitasi penunjang medik;
f. melakukan pembinaan dala"' rangka pengembangan ketenagaarr dan

pengendalian mutu penunjang mcdik; dan
g. melaksanakan tugas Lainnya yang diberikan oleh Direktur.

BA8 VII
PEIBITAAIT DAII PEI|CAWAAAI|

Persl 13
(l) Pemerintah Daerah melakukan pcmbinaan dan pengawasan terhadap RSUD

Pratama Moutong dengan melibatkan organisasi profesi, asoeiaei perumahsakitan
dan organisaei kemasyarakatan lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Pembinaan dan pe, rgawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) diarahkart
untuk :

a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh
masyarakat ;

b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
c. kesclqrn atan pasicn;
d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
e. peningkatan kemampuan kemandirian RSUD Pratama Moutong.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

Pemerintah Daerah mengangkat tenaga pengawas sesuai keahliannya.

BAB VIII
I'XIT tt lt ETRI'KTI'RAL

Brgla! Ke.atE
Ssturl Pcrgrees Iltcnr

Psrd 14
{l) Satuan Pengawas lntern adalah satuan keda fungsional yang bertugas

melaksanakan pengawasan intern RSUD Pratama Moutong'
(2) Satuan Pengawas Intem sebag"i"'ana dinaksud pada ayat (1) berada di bawah

dan bertanggungiawab kepada Direktur.
(3) Satuan Pengawas Intem sebagaimana rlinaksud Pada ayat (l) dibentuk dan

ditetapkan oleh Direlrtur.

Bgha fodue
Komlte

P.nl 15
( l ) Komite adalah wadah non strukhrral yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan

dibcntuk untuk memb€rikan pcrtinbangan strategis kepada Direktur.
(2) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Direktur sesuai kebutuhan RSUD Pratama Moutong.
(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas :

a. Komite Medik;
b. Komite Etik dan Hukum: dan
c. Komite lainnya sesuai kebutuhan RSUD Pratama Moutong.



(l)

(4)

(s)

(6)

t2l

(3)

(4)

(s)

(l)

t2l

(31

(l)

Komite sebagaimana disraksud pada ayat (3) berada di bawah dan
bertanggungiawab kcpada Direktur.
Komite sebagqirpana rlirnaksud pada ayat (3) dipinpin oleh seorang Ketua yang
diangkat dan diberhentikan olch Direlctur.
Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite sebagaimana dinaksud
pada ayat (3) ditetapkan oleh Direkhrr setelah mendapat p€rsetujuF'n dari
Direktur Jenderal Bina Pelavanan Medik.

r-C6i K.tlg.
Indrlrrl

P.rd 16
lnstalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitasi dan
menyelengrarakan kegiatan pclayanan, pendidikan, dan pcnelitian di RSUD
Pratama Moutong.
Peabentukan instalasi scbagaimana rlirnsksud pada ayat (l) ditetapkan oleh
Direktur Eesuai kebutuhan RSUD Pratama Moutong.
lntalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dip;'npin oleh seorang Kepala yang
diangkat dan diberhentikan olch Direlrhrr.
Kepala lnstalasi scbagaimana rlirnaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan
tutasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan non medis.
Pembentukan dan perubahan juolah dan jenis instansi sebagaimana rlirnaksud
pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan
Medik.

BAB IX
TELOTPIOT JABATAT FI'I|GAIOI|AI

Purl l7
Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional tertentu pada
RSUD hatama Moutong ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional tertentu.
Uraian tugas jabatan fungsional umum RSUD Pratama Moutong ditetapkan
dengan Keputusan Bupati setclah dilaksanakan analisis jabatan scsuai ketcntuan
Peraturan Perundang-undangan.
Jumlah tenaga fungsional scbagaimana rlirneksud pada ayat (l) dan ayat (2)
ditentukan berdasarkan bcban kerja.

BAAX
ATAT [EI'II( FI'TGSIOIfAL

Prrd lE
Staf medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis
dalam jabatan fu ngsional.
Staf medik fungsional sebagairnana dirnaksud pada ayat (l) mempunyai tugas
melaksanakan diagnose pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan
dan pemulihan kesehatan, pcnyuluh, pendidikan, pelatihan, penelitian dan
pengembangan.
Dalarn melaksanakan tugasnya sebagaimsns ditnaksud pada ayat (2), staf medik
fungsional menggunakan pendekatan tirn dsngan 16nega profesi terkait.

BAB XI
TATA TER.'A

Dgrrl 19
Dalam melaksanakan tuganya, Direlchrr, Kepala Sub Bagan, dan Kepala Seksi
pada RSUD prgrqrns Moutong menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik intern maupun antarunit organisasi lainnya sesuai dengan
tugas pokoknya masing-masing.
Direktur wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi
penyimpangan q8l^r menga.mbil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(l)

l2l

(3)

t2l



BAA XII
X TEIfTUAX PERALIEAX

Errrl 2('
Bupati berwcnang Eengangkat dan mengatur lrcnempatan pcgawai Negeri Sipil
Dacrah, Pegawai Tidak Tetap dan kelompok jabatan fungsional pada RSUD prataoa
Moutong dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAA XIU
PErI'TI'P

Prr8t 21
Peraturan Bupati ini berlaku paling lerna I (satu) tahun terhitung sejak diundangkan
sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Moutong Kabupaten
Parigi Moutong.

Persl 22
Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, Eemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan pcnempatennya dala'n Bcrita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditctapkan di Parigi
pada tanrgd 18 Januari 2O16
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Diundangkan di Parigt
pada tanggal l8 Januari 2016
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Lampiran Pgrlturan Bupati parigi MoutongNomor :8 Tahun 2O16
Tanggal : l8 Januari 2O16
Tentang : susunan _organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit umum Daerah hatamaMoutong Kabupaten parigi Moutong
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